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DANA OTSUS 2016 UU APBN :

 5,436 T. untuk Provinsi Papua

 2,330T. untuk Provinsi Papua Barat.

 2,261 T (infra Struktur Papua, tahun 2015 
sebesar 2 T)

 1,114 T (Infra Struktur Papua Barat, tahun 
2015 sebesar 500 M.)

 PMK sebagai acuan (misal, masuk APBD)
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CIRI SISTEM POLITIK
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STRUKTUR 
SISTEM POLITIK

 INFRA STRUKTUR :
struktur yang menja-
lankan fungsi input 
(contoh : lembaga-
lembaga atau individu 
non pemerin-
tah/ormas).

 SUPRA 
STRUKTUR : 
struktur yang 
menjalankan fungsi 
out put (contoh : 
lembaga-lembaga 
yang terlibat 
langsung dalam 
pengambilan 
keputusan politik/pe-
merintah).



FUNGSI-FUNGSI INPUT

 SOSIALISASI DAN REKRUTMEN 

POLITIK

 ARTIKULASI KEPENTINGAN

 AGREGASI KEPENTINGAN

 KOMUNIKASI POLITIK



SOSIALISASI POLITIK

 Pengertian :
Proses pemasyrakatan nilai-nilai politik kepada 
komunitas tertentu secara kontinu, baik langsung 
maupun tidak, sehingga mempengaruhi budaya 
politik seseorang.

 Sarana-sarana :
1. Keluarga
2. Sekolah
3. Kelompok Bermain
4. Pekerjaan
5. Media Massa
6. Kontak-Kontak Langsung



ARTIKULASI KEPENTINGAN

 Pengertian :
Proses penyampaian kepentingan kepada Supra 
Struktur dalam Sistem Politik

 Style :
Manifest (Rumusan Eksplisit) vs Latent (Ungkapan 
yang Implisit)

 Diffuse  (Manifest non Formulatif) vs  Specific 
(Manifest yang Formulatif)

 General (Tuntutan Banyak Orang) vsParticular 
(Kelompok Tertentu)

 Instrumental (dengan Konsekuensi) vs Affective 
(ungkapan tertentu)



KOMUNIKASI POLITIK

 Pengertian :
Proses pengyampaian informasi yang berkaitan 
dengan politik, baik dari elit ke massa maupun dari 
massa ke elit.

 Media : 
Elektronik, cetak, lembaga info dll.

 Style : 

Lihat style  Artikulasi Kepentingan
 Struktur :

Kontak Informal, Sosial Tradisional, Struktur Input, 
Media Massa



Agenda Demokratisasi

 Demokratisasi adalah proses menuju sistem 
politik demokratis, yakni pemerintahan yang 
responsif terhadap kepentingan warga 
negaranya.

 Salah satu agenda demokratisasi adalah 
membangun budaya politik terbuka dan 
toleran (tanggap terhadap kepentingan 
warganya)



Peran Muhammadiyah

 Muhammadiyah sebagai organisasi sosial 
keagamaan memiliki peran strategis dalam 
era otonomi daerah ditengah proses 
demokratisasi mendorong terbentuknya
budaya terbuka dan toleran berdasarkan 
prinsip amar ma’ruf nahi munkar



Strategi Muhammadiyah

 Mencermati Visi Misi Daerah

 Mencermati dan Memberi Kontribusi Pada 
Proses Pembuatan Peraturan Daerah

 Mengawasi Implementasi Peraturan dan 
Kegiatan Daerah



Teknik Penyampaian Pengaruh

1. Lobbying 

a. direct lobbying

b. dengar pendapat

c. mobilisasi akar rumput

2. Memanfaatkan Pemilu:

a. mendukung (menolak), b. evaluasi politisi



Dasar Pembangunan Daerah 

Komponen Pembangunan daerah :

1. Nilai-Nilai Dasar,

2. Visi. Misi,

3. Rencana Strategis (Renstra)



Nilai-Nilai Dasar

1. Kejujuran, keterbukaan, rasa hormat, keadilan 
sosial, akhlak yang mulia

2. Kesediaan memperlakukan warga dengan penuh 
rasa hormat, sopan, ramah, dan terbuka

3. Terjaminnya pelayanan yang bermutu tinggi 
bagi seluruh  warga

4. Tersedianya pelayanan yang kreatif, inovatif, dan 
biaya terjangkau oleh warga



PARTISIPASI KAUMY DAN 
MUHAMMADIYAH DI BIDANG AGAMA

- Pendidikan Agama

- Manajemen Tempat Ibadah

- Peningkatan Kemampuan Para Dai

- Kondisi Kehidupan Keagamaan Daerah



Contoh Keagamaan Daerah

 Menata simbol-simbol keagamaan daerah

 Manajemen

 Toleransi

 Pengembangan Organisasi

 Meningkatkan keasadaran kaum muda.
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